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ABSTRACT 

This study aims to examine the effect of the variables of budgeting, budget revision and human resource 

competence on budget absorption. The population is the Regional Apparatus Organization of the Fifty 

Cities Regency with the number of samples taken using purposive sampling with a total of 41. The data 

collection technique in this study is in the form of a questionnaire, while the data analysis technique 

used is Multiple Regression and Moderated Regression Analysis with Statistical Package for tools. the 

Social Sciences (SPSS). From the results of the tests that have been carried out, it shows that the 

independent variable has a significant effect on the dependent variable. The magnitude of the effect 

(Adjusted R2) by these three variables together on the dependent variable is 52.33%. While the 

remaining 47.66% (100% -52.33%) is influenced by other variables not examined in this study. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh yang ditimbulkan oleh variable penyusunan anggaran, 

revisi anggaran dan kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran. Populasinya 

merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan jumlah pengambilan 

sample dengan menggunakan purposive sampling dengan jumlah 41. Teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini adalah berbentuk kuesioner, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah 

Multiple Regression dan Moderated Regression Analysis dengan alat bantu Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS). Dari hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukan bahwa variable bebas 

bebas berpengaruh signifikan terhadap variable terikat. Besarnya pengaruh yang ditimbulkan (Adjusted 

R2) oleh ketiga variable ini secara bersama-sama terhadap variable terikatnya 52,33%. Sedangkan 

sisanya sebesar 47,66% (100% - 52,33%) dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti 

di dalam penelitian ini. 

Kata Kunci: Penyusunan anggaran, Revisi Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penyerapan 

Anggaran.   
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PENDAHULUAN 

Prosedur pelaksanaan keuangan daerah dimulai dengan membuat rencana keuangan 

tahunan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disetujui 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Proses paling awal dalam kesuksesan pelaksanaan 

keuangan adalah perencanaan anggaran yang baik. Perencanaan anggaran menjadi faktor  

dalam pencapaian serapan anggaran di akhir periode, yang menunjukan tingkat capaian 

realisasi dibandingkan target diawal tahun. Apabila salah dalam memperhitungkan biaya 

Perencanaan dapat mengakibatkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran harus dilakukan 

peninjauan ulang. Revisi mengakibatkan harus melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan 

kegiatan jadwal pelaksanaan, dan dilakukan pengunduran waktu pelaksanaan. Sebelum 

melaksanakan kegiatan dan program harus ada persetujuan  dari revisi DPA disahkan oleh Tim 

Anggaran Pemerintah Daerah, karena belum ada alokasi anggaran dari kegiatan dan program 

tersebut.  

Masalah Slow back-loaded, juga menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. 

Pola semacam ini tentu tidak sehat untuk mencapai kemakmuran masyarakat secara umum.  

hasil realisasi anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2020. 

capaian penyerapan anggaran Kabuapten Lima Puluh Kota memiliki penyerapan yang belum 

maksimal dan pola penyerapan anggaran dari triwulan ke triwulan belum memenuhi target 

proporsional. Padahal untuk ukuran penyerapan anggaran triwulan, telah ditargetkan 

perencanaan penarikan dana per triwulan sebesar 25%. Merujuk pada rencana target yang telah 

ditetapkan, terlihat adanya ketidak proporsionalan dalam penyerapan anggaran. Pada data 

penyerapan 2016-2020 menunjukan rata-rata penyerapan pada triwulan I hanya 14,38%, dan 

triwulan II sekitar 19,92%. Sekalipun pada triwulan III penyerapan anggaran cukup ideal dari 

segi pencapaian tiap triwulan yaitu sebesar 26,1% akan tetapi secara kumulatif belum 

menyentuh angka ideal yaitu 70-75%, namun  hanya berkisar angka 60,4%. Hal tersebut berarti 

bahwa anggaran yang akan dicairkan pada triwulan IV mencapai angka 39,6% dari anggaran 

belanja yang ditargetkan terserap 100%. Selain itu, perekenomian nasional secara umum juga 

menjadi dampak dari hal. Pertama, dalam peningkatan pertumbuhan ekonomis yang efektif 

kebijakan fiscal tidak berjalan. Kedua, terjadinya idle money. 

 

TELAAH LITERATUR 

 Penyerapan anggaran Halim (2014) mengatakan bahwa suatu estimasi yang hendak 

dicapai selama periode waktu tertentu. Sedangkan Kuncoro (2013) menyatakan salah satu dari 

beberapa tahapan dalam penyerapan, pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran. 

 Robbin dkk (2014) perencaranaan yaitu membuat suatu strategi dalam  mencapai tujuan 

organsisasi. Haryanto, dkk (2007) dalam Asikin (2012) anggaran sector public merupakan 

rencana kegiatan dan keuangan periodic (biasanya dalam periode tahunan) yang berisi program 

dan kegiatan dan jumlah dana yang dieproleh (penerimaan/pendapatan) dan dibutuhkan 

(pengeluran/belanja) dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Revisi merupakan merubah 

rincian biaya yang sebelumnya pada APBN tahun berjalan dan disahkan dalam Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran   

Sumber daya manusia secara makro merupakan warga Negara yang memiliki potensi 

yang masih produktif dalam memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarganya, yang berpengaruh 

pada tingkat kesejahteraan masyarakat di lingkungan bangsa atau negarannya (Badriyah, 

2015). Sedangkan Suharto (2012) dalam Muhammad Iqbal (2018) mengatakan bahwa kualitas 

dan kemampuan dari pegawai dalam menjalankan tugasnya dilihat dari kemahiran seseorang. 

Latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan dan frofesionalisme dalam bekerja. 

 

 

 



Jurnal Profita: Akuntansi dan Bisnis 2(2) November 2021 (143-149) 
 
 

ITB HAS Bukittinggi          145 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif, Teknik analisis data yang 

digunakan yaitu: Multiple Regression dan Moderated Regression Analysis (SPSS).  

menggunakan purposive sampling dengan jumlah 41 Organisasi Perangkat Daerah di 

Kabupaten Lima Puluh Kota. Metode pengumpulan data observasi, dan kuesioner. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji Validitas 

Pengujian validitas dengan korelasi pearson, instrumen dinyatakan valid apabila nilai 

korelasi (r) = 0.3 (Ghozali, 2013). 

Tabel 1 

Uji Validitas 

Variabel Nilai Keterangan 

Perencanaan anggaran ,781 Valid 

Revisi anggaran ,780 Valid 

Kompetensi Sumberdaya manusia ,688 Valid 

Penyerapan Anggaran ,604 Valid 

 

Menunjukkan nilai korelasi semua item pertanyaan/pernyataan dari semua variabel 

pada kuesioner memiliki nilai di atas atau lebih besar sama dengan  0.03 (=0.3). Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan/pernyataan telah memenuhi syarat 

validitas. 

 

Uji Reliabilitas 

Instrumen penelitian dinyatakan reliabel jika nilai cronbach alpha di atas atau lebih 

besar sama dengan 0.6 (=0.6).  

Tabel 2 

Uji Reliabilitas 

Variabel Nilai Keterangan 

Perencanaan anggaran ,771 Valid 

Revisi anggaran ,780 Valid 

Kompetensi Sumberdaya manusia ,688 Valid 

Penyerapan Anggaran ,604 Valid 

 

Nilai cronbach alpha kelima variabel penelitian memilki nilai di atas atau lebih besar 

sama dengan 0.6 (=0.6).  instrumen penelitian telah memenuhi persyaratan valid dan reliabel, 

sehingga data yang diperoleh dari instrumen penelitian (kuesioner) dapat digunakan untuk 

analisis pada tahapan selanjutnya. 
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Hasil Pengujian Regresi Parsial 

 

Tabel 3 

Coefficients(a)  

Model 
 Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

  B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF B Std. 

Error 

1 (Constant) -7.893 4.532   -1.742 .088     

  x1 .300 .115 .288 2.606 .012 .770 1.299 

  x2 .544 .152 .386 3.588 .001 .812 1.231 

  x3 .500 .223 .268 2.244 .029 .661 1.513 

a Dependent Variable: y 

 

Tabel 4 

Hasil Uji F 

ANOVA(b) 

 

Model  Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 96.450 3 32.150 18.362 .000(a) 

Residual 89.295 51 1.751     

Total 185.745 54       

a Predictors: (Constant), x3, x2, x1 

b Dependent Variable: y 

 

Tabel 5 

Hasil Uji t 

Coefficients(a) 

Model  Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

    B Std. Error Beta   

1 (Constant) -7.893 4.532   -1.742 .088 

  x1 .300 .115 .288 2.606 .012 

  x2 .544 .152 .386 3.588 .001 

  x3 .500 .223 .268 2.244 .029 

a Dependent Variable: y 

 

Semakin baik perencanaan anggaran maka penyerapan anggaran akan semakin 

meningkat pula. Dengan kata lain program dan kegiatan dalam satu tahun lancar, apabila 

semakin matang para pengelola dan perencanaanya, maka akan tercapai target penyerapan 

anggaran. 

Bakara (2000) yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi 

penyerapan anggaran pembangunan di Pemerintah Daerah DKI Jakarta adalah perencanaan 

estimasi biaya mampu meminimalisir hambatan dalam pelaksanaannya, sehingga tingkat 

pencapaian target lebih tinggi. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Herriyanto (2012), 

juga menunjukkan bahwa faktor perencanaan berpengaruh penelitian tersebut menemukan 

beberapa faktor yang menjadi permasalahan yaitu pemblokiran kegiatan, pengesahan yang 

terlambat, perlu direvisi serta jadwal pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan DIPA. 

Senada dengan hasil penelitian dilakukan oleh Ulfa (2013) yang dilaksanakan pada Sekretariat 
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DPRD DKI Jakarta T.A 2010, menemukan bahwa tidak sesuai dengan prinsip mengakibatkan 

keterlambatan pengesahan, sehingga menghambat penyerapan anggaran. Hasil ini juga 

didukung oleh penelitian yang lain seperti Sulaeman, et al. (2011), , Nina et al. (2016), Ledy.S 

et al. (2016). bahwa semakin baik revisi maka tingkat penyerapan anggaran akan semakin 

meningkat pula.  

Penelitian yang dilakukan oleh Sutiono (1997) yang menunjukkan bahwa lambannya 

realisasi daya serap keuangan tidak semestinya. Hal tersebut disebabkan oleh kualitas sumber 

daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan anggaran belum memadai secara merata dan 

semakin terbengkalai. Hevesi (2005) juga yang menyimpulkan  kompeten bisa menghindari 

keterlambatan realisasi anggaran belanja. Kompetensi yaitu kemampuan kerja setiap individu 

mencakup keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standarisasi. Hasil 

yang sama juga dikemukan oleh Putri (2014) menemukan bahwa kompetensi sumber daya 

manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran.  

 

SIMPULAN 

 Berpengaruh positif signifikan faktor perencanaan anggaran terhadap penyerapan 

anggaran. Hal ini bermakna semakin baik perencanaan anggaran maka akan semakin baik 

tingkat penyerapan anggaran. Ini berarti bahwa semakin matang aparatur pemerintah dalam 

merencanakan, maka setiap program kerja/kegiatan tersebut dalam satu tahun anggaran akan 

berjalan dengan baik pula, sehingga target penyerapan anggaran dapat tercapai. berpengaruh 

positif signifikan faktor revisi anggaran terhadap penyerapan anggaran. Dengan kata lain 

semakin sesuai antara harga bahan dan jasa terhadap anggaran , maka program dan kegiatan 

akan berjalan dengan baik, Dan  berpengaruh positif signifikan kompetensi sumber daya 

manusia terhadap penyerapan anggaran. Hal ini bermakna apabila mempunyai kompetensi 

sumber daya yang mampu mengelola keuangan dengan baik maka akan memengaruhi perilaku 

kerja paparatur pemerintah yang kemudian akan memengaruhi kinerja organisasi secara umum. 

Artinya, semakin baik dalam pengelola anggaran, akan semakin meningkatkan kinerja 

organisasi yang dalam hal ini adalah target penyerapan anggaran. Sarannya diharapkan adanya 

rotasi Pegawai Perencanaan untuk memaksimalkan Profesional Kerja, karena banyak Pegawai 

yang sudah lebih dari 5 tahun masa kerja dijabatan yang sama. Serta adanya  pengembangan 

Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui pelatihan atau bimbingan pengembangan ilmu dan 

pengetahuan. 
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